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dikawasan karst baik itu ijin pertambangan rakyat (IPR) dan ijin usaha
pertambangan (IUP).

Dengan adanya peraturan menteri ESDM nomor 17 tahun 2012
tentang penetapan kawasan bentang alam karst .maka kawasan bentang
alam Karst sudah dijelaskan secara detail tentang komponen geologi yang
unik serta berfungsi mengatur alam, tata air serta nilai ilmiah, sehinga
kawasan karst patut dijaga kelestariannya dan memanfaatkan kawasan
bentang alam karst dengan mengutamakan kesimbangan alamnya.

Belum adanya zonasi yang jelas tentang batasan kawasan karst di
kab gunung kidul terkait kepentingan ekonomi, sosial,dan lingkungan.
Perlunya perhatian dari pemerintah dalam memecahkan permasalahan di
gunung sewu kab. Gunung kidul dengan terbitnya peraturan pemerintah
nomor 26 tahun 2008 dan peraturan menteri nomor 17 tahun 2012 yang
banyak menimbulkan pro dan kontra terhadap perlindungan dan
pengolahan karst dengan memberikan insentif dan disententif, pemetaan

detail kawasan karst, penciptaan lapangan kerja dll.

. Saran

Untuk menentukan kreteria kawasan bentang alam karst, pemerintah harus
mengandalkan ahli-ahli profesional dalam ilmu geologi baik dari segi
ilmiahnya maupun segi teknik penelurusan goa atau penggiat alam khusus

kawasan bentang alam karst.
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Sehingga data yang didapat sesuai dengan kondisi dilapangan dan menjadi

pertimbangan yang mengacu pada peraturan hukum primer.
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